BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah,
dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana
strategis perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana
pembangunan nasional;

bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan
di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga
terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan = pengawasan = serta
kemandirian dalam pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu adanya pengaturan tentang rencana
strategis perangkat daerah tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Bupati adalah Bupati Garut.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
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Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan melalui
urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah  dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Bupati.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode S (lima)
tahun.

I[su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
Pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau
panjang, dan  menentukan  pencapaian  tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang
akan datang.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah
dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-pregram
sebagai prioritas Pembangunan Daerah dan Perangkat
Daerah untuk mencapai Sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah
dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran Strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.
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16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya, baik berupa personal, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran {eutput} dalam
bentuk barang atau jasa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun
dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan,
Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu
strategis Perangkat Daerah;

c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja
penyelenggaraan bidang urusan; dan

€. penutup.

(2) Ketentuan mengenai Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran
LXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijadikan menjadi
pedoman untuk Perangkat Daerah dalam menyusun rencana
kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI GARUT,
ttd

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT Sesual Dengan Aslinys
TAHUN 2025 NOMOR 43 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



